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BABV
PENUTUP
5.1. KESIMPULAN
Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah)
dalam putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML. menggunakan hak ex
officio-nya dalam menetapkan jumlah nafkah anak sejumlah
Rp.300.00.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan
10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan
pertimbangan hukum yaitu ketentuan pasal 105 KHI huruf (c) dan
dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah
menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu,
dalam menetapkan jumlah nafkah anak yang akan diberikan majelis
hakim berdasarkan kepada keadaan finansial dan kebutuhan anak,
dan juga dari keterangan yang diberikan oleh saksi penggugat
ditemukan fakta hukum bahwa tergugat memiliki pekerjaan tetap dan
dalam keadaan sehat. Dengan penggunaan hak ex officio hakim
memberikan perlindung terhadap hak anak, dan penerapan terhadap
asas ius curia novit dimana hakim dianggap mengetahui semua
hukum.

2. Majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 137 /Pdt.g/2022/PA.ML.
telah bertindak sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, dan
prinsip hukum islam, Dengan demikian, sehingga hakim tidak
melanggar asas ultra petitum partium. Pasal 178 ayat (3) HIR bersifat
normatif dan umum, sementara Pasal 41 huruf C Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan lex specialis
yang meniadakan ketentuan umum, karena peraturan khusus
memiliki kekuatan untuk mengesampingkan peraturan yang bersifat

umuin.
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5.2. SARAN

Adapun saran dari penulis sehubungan dengan uraian yang telah
penulis jelaskan, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian
ini adalah:

1. Dalam eksistensi hak ex officio hakim sangatlah diprioritaskan
dalam menyelesaikan semua perkara terutama dalam masalah hak
perempuan dan anak pasca perceraian terutama bagi masyarakat
yang tidak terlalu mengerti mengenai hak perempuan dan anak
pasca perceraian. Dengan adanya hak ex officio ini agar hakim
dapat memutus dengan putusan yang adil dan tidak merugikan
pihak manapun terutama masalah hak perempuan dan anak.
Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan tentang
pelaksanaan putusan ini agar dapat terlaksana sesuai dengan isi
putusan yang hakim berikan. Di saranakan agar hak ex officio ini
lebih sering di implementasikan dalam kasus-kasus lain.

2. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat lebih memperhatikan lagi
mengenai kesejahteraan anak apabila terjadinya perceraian dan
hak hadhanah anak, agar terpenuhinya nafkah materiil dan

inmateriil.
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